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ABSTRAK

KEBIJAKAN PENGUNGSI OLEH PEMERINTAH JERMAN PADA
MASA OLAF SCHOLZ DI TENGAH PROTES TERHADAP
KEBIJAKAN OPEN DOOR, 2021—2025

Oleh
YESIKA ANGRAINI

Fenomena meningkatnya arus pengungsi akibat konflik global
memposisikan Jerman sebagai negara penerima pengungsi terbesar di Eropa.
Namun, peningkatan jumlah pengungsi memunculkan tekanan politik domestik dan
penolakan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis alasan pemerintah
Jerman tetap mempertahankan kebijakan pengungsi meskipun menghadapi banyak
protes dari publik periode 2021—2025.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik
pengumpulan data melalui studi pustaka dan analisis dokumentasi dari berbagai
sumber, seperti laporan BAMF, Eurostat, UNHCR, jurnal ilmiah, buku, serta media
daring yang relevan. Penelitian ini menggunakan teori Decision Making Process
dari Graham Allison yakni Rational Actor Model, Organizational Process Model,
dan Bureaucratic Politics Model.

Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pengungsi oleh Jerman tetap
dipertahankan dipengaruhi berbagai faktor utama, yaitu kepentingan ekonomi
Jerman, komitmen pemerintah terhadap HAM, struktur birokrasi dan SOP yang
sulit diubah, serta tekanan dari Uni Eropa. Meskipun pemerintah mulai menerapkan
langkah yang lebih ketat terhadap migrasi ilegal, namun kebijakan pengungsi tetap
dijalankan sebagai bentuk keseimbangan antara kepentingan nasional, stabilitas

politik, dan tanggung jawab kemanusiaan internasional.

Kata Kunci: Kebijakan Pengungsi, Jerman, Olaf Scholz, Open Door, Decision

Making Process.



ABSTRACT

REFUGEE POLICY BY THE GERMAN GOVERNMENT DURING OLAF
SCHOLZ'S TIMES AMID PROTESTS AGAINST THE OPEN DOOR
POLICY, 2021—2025

By
YESIKA ANGRAINI

The phenomenon of rising refugee flows due to global conflicts has
positioned Germany as the largest recipient of refugees in Europe. However, the
increase in the number of refugees has led to domestic political pressure and public
resistance. This study aims to analyze the reasons why the German government has
maintained its refugee policy despite facing numerous public protests during the
2021-2025 period. This study employs a qualitative descriptive method, utilizing
data collection techniques through literature review and document analysis from
various sources, such as reports from the Federal Office for Migration and Refugees
(BAMF), Eurostat, the United Nations High Commissioner for Refugees
(UNHCR), scientific journals, books, and relevant online media. The study applies
Graham Allison’s Decision Making Process theory, specifically the Rational Actor
Model, the Organizational Process Model, and the Bureaucratic Politics Model. The
results indicate that Germany’s refugee policy remains in place due to several key
factors: Germany’s economic interests, the government’s commitment to human
rights, a bureaucratic structure and SOP that are difficult to change, and pressure
from the European Union. Although the government has begun implementing
stricter measures against illegal migration, the refugee policy continues to be
implemented as a balance between national interests, political stability, and

international humanitarian responsibilities.

Keywords: Refugee policy, Germany, Olaf Scholz, Open Door, Decision Making

Process.
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Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis pengungsi memberikan dampak besar terhadap dinamika hubungan
internasional, terutama karena menimbulkan ketegangan antara prinsip kedaulatan
negara dan kewajiban untuk menegakkan HAM (Hak Asasi Manusia). Situasi ini
kerap mendorong suatu negara untuk memperketat keamanan perbatasan dan
memberlakukan kebijakan yang lebih ketat agar dapat melindungi kepentingan
domestik mereka, meskipun langkah tersebut dianggap bertentangan dengan
hukum humaniter internasional. Di sisi lain, krisis ini juga menjadi pendorong
meningkatnya kerja sama antarnegara, sekaligus dapat menggoyahkan konsep
tradisional keamanan yang berfokus pada negara. Isu pengungsi Kini tidak hanya
dipandang sebagai isu kemanusiaan, tetapi juga dipandang sebagai isu yang dapat
memengaruhi stabilitas regional dan mampu menimbulkan konsekuensi sosial,
politik, dan ekonomi yang signifikan (Lischer, 2017). Lanskap perlindungan
pengungsi pada tingkat global kini menghadapi perubahan yang mengkhawatirkan.
Banyak negara mulai menarik diri dari komitmen mereka untuk menjamin hak serta
martabat para pengungsi yang melarikan diri dari konflik dan penganiayaan.
Fenomena ini menunjukkan terdapat penyimpangan serius dari prinsip-prinsip
hukum internasional sekaligus mencerminkan perubahan sikap politik terhadap
pencari suaka dan pengungsi. Di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap
keamanan nasional, gelombang nasionalisme, dan tekanan politik domestik,
perlindungan pengungsi semakin dipersepsikan bukan hanya sebagai tanggung

jawab kemanusiaan, melainkan sebagai isu keamanan negara (Wibisono, 2024).

Sebelum Perang Dunia Il, Jerman menjalankan kebijakan agresif berupa
emigrasi paksa bangsa Yahudi dan tidak menerima pengungsi Yahudi dibawah
pemerintahan partai Nazi yakni Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
(NSDAP) yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Sejak Nazi berkuasa tahun 1933 hingga
1945, kebijakan resmi mereka adalah membuat kehidupan orang-orang Yahudi di



Jerman tak tertahankan melalui penganiayaan dan hukum diskriminatif sehingga
mereka dipaksa meninggalkan negara itu. Pada periode ini, Jerman memiliki tiga
kebijakan yakni, pertama undang-undang diskriminatif terhadap orang-orang
Yahudi (Winschmann, 2010). Setelah Nazi naik ke kekuasaan pada Januari 1933,
terdapat undang-undang anti-Yahudi, tindakan anti-Semit yang dipimpin negara,
dan kekerasan mulai terjadi. Pemerintah Nazi berusaha mengusir orang Yahudi dari
negara dengan mencabut hak-hak hukum dan peluang ekonomi mereka serta
mengucilkan mereka dari kehidupan sosial (Buggle et al., 2023). Kedua, sanksi
ekonomi dan penyitaan, pada kebijakan ini pemerintah Nazi berusaha mendorong
orang Yahudi keluar dari negara itu dengan mengambil hak-hak hukum dan peluang
ekonomi dan dengan mengasingkan mereka dari kehidupan sosial. Hanya beberapa
minggu setelah pemerintah baru terpilih, boikot nasional terhadap bisnis Yahudi
terjadi, yang menandai tindakan penganiayaan Yahudi yang direncanakan pertama.
Selama boikot, banyak toko milik bangsa Yahudi diserang dan dihancurkan, dan
pemiliknya dibawa ke dalam "tahanan proteksi” (Winschmann, 2010). Ketiga,
kekerasan dan penganiayaan, yakni kekerasan yang disponsori negara dan
penangkapan massal setelah peristiwa seperti Kristallnacht atau “Night of Broken
Glass”, Selama Kristallnacht, ratusan tempat ibadah Yahudi diserang, banyak
bisnis dihancurkan, dan ribuan orang ditahan. Dengan dimulainya Perang Dunia Il,
kebijakan Nazi berubah dari mendorong emigrasi Yahudi menjadi pemusnahan
semua orang Yahudi, hingga pada akhir tahun 1941, emigrasi dari Nazi Jerman
secara resmi dilarang, dan deportasi massal ke kamp konsentrasi dimulai segera
setelah itu (Buggle et al., 2023).

Pasca Perang Dunia Il, Jerman menjadi negara penerima pengungsi utama
setelah Perang Dunia Il terutama karena pengusiran massal jutaan etnis Jerman dari
negara-negara Eropa Timur, perubahan perbatasan yang signifikan, dan kehadiran
jutaan orang terlantar lainnya setelah berakhirnya perang (Amt, 2024b). Jerman
merupakan salah satu negara di kawasan Eropa yang paling dikenal sebagai negara
tujuan utama para pengungsi dari berbagai konflik di dunia. Sejarah panjang Jerman
sebagai negara yang penerima pengungsi dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia
I, di mana jutaan orang terpaksa meninggalkan negara asal mereka akibat

terjadinya perang. Sikap yang diambil Jerman ini didukung oleh komitmen



kemanusiaan serta kewajiban hukum internasional yang mengatur perlindungan
bagi pengungsi, seperti yang tertuang dalam Konvensi Jenewa 1951 dan aturan Uni
Eropa tentang suaka. Pada tahun 2015, Jerman menjadi sorotan dunia karena
keputusan Kanselir Angela Merkel yang memberlakukan kebijakan Open Door
(pintu terbuka) yang memungkinkan lebih dari satu juta pengungsi, terutama dari
Suriah, Afghanistan, dan Irak, untuk memasuki negara Jerman dengan tujuan untuk

mencari perlindungan (Riddervold et al., 2021).

Bagi ribuan pengungsi yang menuju Eropa khususnya Jerman, seringkali
melawati rute perairan melewati Turki, Yunani, dan negara-negara Balkan Barat
dengan Jerman serta negara-negara Uni Eropa lainnya sebagai tujuan terakhir (BBC
NEWS, 2015). Rute penungsi global menuju Jerman seringkali berubah-ubah,
seiring dengan perubahan kebijakan dan konflik yang terjadi terutama melalui
Mediterania Timur (Turki-Yunani) dan rute Balkan untuk pengungsi Timur
Tengah, Suriah (khususnya 2015 hingga 2016) atau rute Mediterania Tengah
(Afrika/Asia) untuk mereka yang melalui Italia, dengan rute darat yang sering
melibatkan penyelundup, melewati negara-negara seperti Serbia, Hongaria,
Austria, dan akhirnya Jerman, dengan sumber utama sekarang termasuk Ukraina
dan Turki (IOM, 2025).

Pada tahun 2015, jalur maritim dari Rute Mediterania Timur merupakan jalur
laut utama untuk masuk secara ilegal ke Eropa, dengan hampir satu juta migran
mencoba menyeberangi Mediterania akibat perang saudara di Suriah. Kedatangan
melalui jalur maritim ini sebagian besar berangkat dari Turki (Izmir, Cesme,
Bodrum, Canakkale, Ayvacik, Seferihisar, dan Dikili) dan tiba di Yunani serta
Siprus. Bagian jalur darat dari rute ini memasuki Eropa melalui Yunani atau
Bulgaria (IOM, 2025). Rute Balkan Barat adalah kelanjutan dari Rute Mediterania
Timur dan berjalan melalui darat di negara-negara dan wilayah Balkan Barat,
seperti Albania, Bosnia dan Herzegovina, Montenegro, Makedonia Utara, Serbia,
dan Kosovo, untuk mencapai negara-negara Uni Eropa di tengah dan utara,
Khususnya negara Jerman. Berikut merupakan peta rute perjalanan pengungsi
untuk menuju jerman berdasarkan data yang dihimpun dari International

Organization for Migration (IOM).



Eastern Mediterranean Route

Main Migration Routes

GERMANY EUROPE ~<—— Eastern Mediterranean
A -~ East African
AUSTRIA L NCARY :
CROATIA o 100+
o ROMANIA ASIA
- EEANND SERBIA
ITALY %
BULGARIA >/
o Istanbul . .
Rome - N — Van® Tehran®
MACEDONIAS / TURKEY \N libil
At@i o jzmir \ IRAN
GREECE Homs *Baghdad
\ CYPRUS3irut JH""" IRAQ <5
\ 1 cirut, EDamascus
| T LEBANON
Tripoli e Alexandria’ [JORDAN
' Benghazi

SAUDI ARABIA

AFRICA

Gambar 1. 1 Peta Rute Perjalanan Pengungsi Menuju Jerman
Sumber: 10M, 2025

Dari gambar peta rute perjalanan pengungsi menuju Jerman di atas diketahui
bahwa rute Mediterania Timur merupakan jalur yang telah lama digunakan oleh
para pengungsi yang menyebrang melalui Turki menuju Uni Eropa, khususnya
Jerman. Jalur ini semakin padat sejak pecahnya perang di Suriah. Rute Suriah juga
telah bergabung di sepanjang titik paling timur di bawah Laut Mediterania dari rute
migrasi Afrika Timur yang telah lama digunakan oleh orang-orang yang melarikan
diri dari konflik di Somalia, Republik Demokratik Kongo, dan Sudan Selatan (IOM,
2025b).

Pada tahun 2021, Jerman melaporkan hampir 1,24 juta pengungsi dan 233.000
pencari suaka. Kemudian, pada tahun 2022, otoritas migrasi mencatat 252.422
permohonan suaka , sehingga menjadikan Jerman sebagai negara penerima suaka
terbesar bagi orang-orang yang membutuhkan di Eropa (R. Gulina, 2023).
Permohonan suaka terbanyak diajukan oleh warga negara Suriah sejumlah

70.926, diikuti oleh warga negara Afghanistan sejumlah 36.358 dan warga negara
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Irak sejumlah 15.175 (Eurostat, 2025a). Warga negara Rusia mengajukan 2.851
permohonan suaka dan dengan demikian menempati peringkat ke-10 di antara
seluruh pencari suaka di negara tersebut (R. Gulina, 2023). Sejak Maret 2022,
orang-orang Yyang terdampak invasi Rusia ke Ukraina berhak mendapatkan
perlindungan sementara di Uni Eropa+, hingga akhir 2024, sekitar 4,4 juta orang
telah menerima manfaat dari jenis perlindungan ini, yang telah diperpanjang hingga
Maret 2026 dan mayoritas penerima manfaat berada di Jerman sejumlah 1,1 juta
orang (EUAA, 2025).

Pada laporan Deutsche Welle yang mengutip dari laporan Badan Migrasi dan
Pengungsi Jerman, Bundesamt fir Migration und Flichtlinge (BAMF), tahun 2024,
Jerman baru-baru ini mengalami arus masuk pengungsi terbesar sejak krisis 2015-
2016. Secara keseluruhan sejumlah 352.000 orang mencari suaka di Jerman pada
tahun 2023, dengan sekitar 329.000 mengajukan permohonan pertama peningkatan
sebesar 51%, atau 111.000 orang, dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Welle,
2024a). Sementara dalam laporan Eurostat pada tahun 2023, lebih dari 300.000
permohonan suaka diajukan yakni 60% lebih banyak daripada angka pada tahun
2022 (Eurostat, 2025a). Kombinasi jumlah pencari suaka yang begitu besar dengan
lebih dari 800.000 pengungsi dari Ukraina yang tiba di Jerman setelah invasi Rusia
telah mengakibatkan terkurasnya sumber daya negara dan masyarakat. Daya tarik
Jerman sebagai negara tujuan pengungsi berasal dari tunjangan kesejahteraan sosial
yang besar yang diterima para pengungsi selama permohonan perlindungan mereka
dipertimbangkan, dan dari fakta bahwa Jerman sudah menjadi rumah bagi banyak
komunitas imigran. Faktor penting lainnya adalah keyakinan bahwa undang-
undang dan peradilan Jerman berpihak pada pengungsi, yang secara efektif
menjamin hak mereka untuk tinggal di Jerman meskipun permohonan suaka
mereka ditolak (Frymark, 2024). Adapun jumlah-jumlah pemohon suaka untuk

pengungsi di Jerman dapat diintepretasikan melalui grafik data berikut:
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Gambar 1. 2 Jumlah pemohon suaka untuk pengungsi Jerman 2021-2025

Sumber: Eurostat, 2025

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa jumlah permohonan suaka di
Jerman mengalami peningkatan yang cukup signifikan sepanjang periode 2021—
2025, dengan lonjakan paling mencolok setelah tahun 2022. Arus ini berkaitan erat
dengan invasi Rusia ke Ukraina pada Maret 2022, yang memicu arus besar
pengungsi Ukraina menuju berbagai negara Eropa, termasuk negara Jerman.
Menurut data Eurostat (2025), jumlah pemohon suaka pertama (first-time
applicants) meningkat tajam dan mencapai puncaknya di pertengahan tahun 2023,
sebelum perlahan menurun menjelang akhir 2024. Sementara itu, jumlah pemohon
lanjutan (subsequent applicants) relatif stabil dengan fluktuasi yang tidak terlalu

besar selama periode tersebut.

Secara substansial, situasi ini menggambarkan kuatnya daya tarik Jerman
sebagai negara tujuan bagi para pengungsi. Daya tarik tersebut muncul dari
perpaduan antara faktor ekonomi, sosial, dan hukum yang saling mendukung.
Menurut Frymark (2024), Jerman memiliki sistem tunjangan kesejahteraan sosial
yang cukup besar, di mana pengungsi memperoleh tunjangan selama proses
pengajuan suaka masih berlangsung. Selain itu, sistem hukum dan peradilannya
cenderung menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai prioritas, yang
memungkinkan sebagian pengungsi untuk tetap tinggal meskipun permohonan
suaka mereka ditolak. Faktor lain yang turut memperkuat fenomena ini adalah

keberadaan komunitas imigran terbesar di Eropa yang telah lama menetap di



Jerman, sehingga menciptakan jejaring sosial dan lingkungan yang mendukung

proses integrasi bagi pengungsi baru.

Kanselir Olaf Scholz, berupaya mengurangi jumlah pencari suaka
pengungsi dan menyetujui kebijakan migrasi yang lebih ketat dan pendanaan baru
bagi pengungsi dengan kepala 16 negara bagian Jerman. Pemerintahan Olaf Scholz
telah menyetujui langkah-langkah untuk mempermudah deportasi migran ilegal dan
menjadikan negara itu tujuan yang kurang menarik sejak awal, sangat kontras
dengan kebijakan Open Door Berlin di bawah kepemimpinan mantan Kanselir
Jerman Angela Merkel. Uni Eropa berupaya merubah peraturan suaka dan migrasi
blok tersebut untuk mengurangi migrasi ilegal dan negara-negara anggota berupaya
membuat kesepakatan mereka sendiri dengan Roma dengan mengumumkan bahwa
mereka akan membangun pusat-pusat di Albania untuk menampung para migran
laut yang mencoba datang ke Italia. Pertemuan di Berlin ditujukan untuk
menggalang dukungan para pemimpin negara terhadap langkah-langkah tersebut
dan menanggapi keluhan pemerintah daerah bahwa kas negara dan infrastruktur
terlalu terbebani. Segala bentuk kebijakan yang dilakukan pada masa
kepemimpinan Olaf scholz bertujuan untuk menekan migrasi pengungsi illegal, dan
menekan gelombang protes dari berbagai kalangan terkait dengan kebijakan

pengungsi (Marsh et al., 2023)

Meskipun Kanselir Olaf Scholz berupaya menekan migrasi pengungsi ilegal
dan menghindari aksi protes, dalam hal ini masih terdapat berbagai tekanan dan
protes terhadap kebijakan pengungsi pada masa Olaf Scholz. Partai Alternatif untuk
Jerman yang berhaluan kanan ekstrem, yakni Alternative fur Deutschland (AfD),
sekarang berada di posisi kedua dalam jajak pendapat nasional di atas ketiga partai
dalam koalisi kiri-tengah Olaf Scholz dan merupakan partai pertama yang
memanfaatkan kekhawatiran mengenai migrasi (Marsh et al., 2023). Koalisi Olaf
Scholz, yakni Partai Sosial Demokrat (SPD), Partai Demokrat Bebas (FDP), dan
Partai Hijau, menghadapi tekanan migrasi yang belum pernah terlihat sejak Kkrisis
migrasi 2015. Migrasi dan masalah ekonomi serta integrasi yang terkait telah
membuat sebagian besar pemilih Jerman merasa bahwa koalisi pemerintahan baru,

meskipun menjanjikan perubahan dari kebijakan migrasi sebelumnya yang



dianggap tidak berhasil, namun tidak mampu menangani masalah ini dengan
memadai (Noraie-Kia, 2021).

Partai-partai oposisi, terutama Alternative fiir Deutschland (AfD),
diuntungkan dari kegagalan langkah-langkah koalisi dan berhasil menetapkan
agenda isu migrasi. Pada musim panas 2024, partai ini mencapai kesuksesan
terbesar dan menjadi partai Jerman terkuat kedua di belakang CDU (Christlich
Demokratische Union Deutschlands), posisi terkemuka yang berhasil
dipertahankannya dalam pemilihan EP (Europaisches Parlament). Setelah
pemilihan, AfD menjadi kekuatan politik terdepan di Jerman Timur, menempati
peringkat pertama di lima negara bagian federal. Seiring AfD mendapatkan
momentum, partai-partai dalam koalisi pemerintahan, dan Kanselir Olaf sendiri,
berulang kali dipaksa untuk bereaksi dan mengambil tindakan yang lebih tegas
dalam beberapa tahun terakhir. Pada September 2023, Co-Presiden The Green
Ricarda Lang mengkritik Menteri Dalam Negeri dari Partai Sosial Demokrat,
Nancy Faeser, dan Utusan Khusus Bebas Demokrat untuk Migrasi, Joachim Stamp,
dalam sebuah konferensi pers, dan menurut Lang, kedua politikus tersebut tidak
mampu menangani masalah deportasi dengan baik (Noraie-Kia, 2021).

Dinamika kebijakan pengungsi Jerman di bawah kepemimpinan Olaf
Scholz menunjukkan perubahan dari pendekatan yang humanis dan terbuka menuju
pendekatan yang lebih ketat dan pragmatis. Dalam menghadapi meningkatnya
jumlah migran ilegal serta tekanan politik domestik, Kanselir Olaf Scholz secara
tegas menyatakan komitmennya untuk membatasi arus migrasi ilegal. Olaf Scholz
menegaskan pentingnya melakukan deportasi dengan lebih sering dan cepat bagi
individu yang tidak memiliki hak tinggal di Jerman, yang menunjukkan sebuah
perubahan yang menandai pergeseran signifikan dari pendekatan humaniter yang
dominan pada masa Angela Merkel. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan
kebijakan pengungsi pada masa pemerintahan Angela Merkel. Kebijakan awal
Jerman di bawah kepemimpinan Kanselir Angela Merkel menegaskan komitmen
kuat terhadap prinsip kemanusiaan dan membangun apa yang disebut sebagai
“budaya penyambutan” di kalangan publik. Pada puncak krisis pengungsi tahun
2015 sampai 2016, pemerintahan pada masa Angela Merkel menonjol dengan

pendekatan yang berorientasi pada solidaritas kemanusiaan (Stokes, 2019). Jerman



bahkan sempat menangguhkan penerapan Peraturan Dublin yang biasanya
mewajibkan pencari suaka untuk mendaftar di negara Uni Eropa pertama yang
mereka masuki sebagai bentuk respons terhadap situasi darurat tersebut. Kebijakan
ini memungkinkan lebih dari 1,2 juta pengungsi, terutama dari Suriah, Irak, dan
Afghanistan yang dilanda konflik, untuk memperoleh perlindungan di Jerman
(Stokes, 2019).

Namun, seiring meningkatnya tekanan publik dan kompleksitas proses
integrasi, arah kebijakan migrasi Jerman perlahan bergeser. Pemerintah mulai
menerapkan langkah-langkah yang lebih ketat, seperti mempermudah prosedur
deportasi dan memperluas kategori “negara asal yang aman”, menandai transisi dari
pendekatan terbuka menuju kebijakan yang lebih pragmatis dan terkontrol.
Kebijakan migrasi saat ini berfokus pada pengendalian dan pengelolaan arus
migrasi, dengan penekanan pada aspek ketertiban serta kemampuan negara dalam
mengatur situasi secara efektif, menggantikan orientasi sebelumnya yang lebih
berpusat pada nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun langkah-langkah ini bertujuan
menjaga stabilitas sosial dan ekonomi domestik, tantangan besar tetap muncul
dalam bentuk tekanan politik, resistensi publik, serta isu kemanusiaan yang
menyertai arus pengungsi. Oleh karena itu, efektivitas kebijkan pengungsi Jerman
tidak hanya diukur dari seberapa jauh negara mampu menekan arus pengungsi,
tetapi juga kemampuan pemerintah dalam menyeimbangkan antara kepentingan
keamanan nasional, integrasi sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi

fondasi politik.
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1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa pemerintah Jerman di
bawah kepemimpinan Kanselir Olaf Scholz tetap memberlakukan kebijakan
pengungsi selama periode 2021—2025, walapun hal ini menghadapi berbagali
protes dan penolakan dari sebagian publik. Penelitian ini akan menelusuri faktor-
faktor yang menjadi dasar keputusan pemerintah dalam melanjutkan kebijakan
tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami
bagaimana pemerintah Jerman menyeimbangkan antara tuntutan kemanusiaan,
kepentingan nasional, dan respon terhadap penolakan publik melalui mekanisme
kebijakan yang progresif. Dengan demikian dapat dirumuskan suatu masalah utama
yang diteliti, yaitu “Mengapa Pemerintah Jerman Pada Masa Olaf Scholz Tetap

Memberlakukan Kebijakan Pengungsi Meskipun Terdapat Protes dari Publik pada
periode 2021—2025?”

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah mengenai kebijakan pengungsi oleh
pemerintah Jerman pada masa Olaf Scholz periode 2021—2025, penelitian ini
memiliki tujuan penelitian yakni untuk:
1. Menjelaskan dinamika kebijakan pengungsi di Jerman pada masa Olaf
Scholz (2021—2025)
2. Menjelaskan faktor apa saja yang menyebabkan kebijakan pengungsi pada
masa Olaf Scholz tetap diberlakukan meskipun terdapat protes dari publik
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1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
Kontribusi terhadap kajian hubungan internasional dan kebijakan publik,
khususnya dalam memahami dinamika kebijakan migrasi dan pengungsi di
negara maju seperti Jerman. Serta, Menambah literatur tentang
perbandingan kebijakan migrasi antar pemimpin Jerman (dari Angela
Merkel ke Olaf Scholz), yang mencerminkan pergeseran paradigma dari
humanitarian approach menuju restrictive policy approach yakni
perubahan yang terjadi karena dorongan kepentingan nasional yang bersifat
politis dan keamanan, respons publik terhadap krirs pengungsi yang terus-
menerus terjadi, serta implementasi kebijakan yang baru.

2. Manfaat Praktis
Memberikan gambaran bagi pembuat kebijakan dan lembaga internasional
tentang tantangan implementasi kebijakan migrasi yang seimbang antara
aspek kemanusiaan dan keamanan nasional. Menyediakan bahan evaluasi
bagi pemerintah dan pemangku kebijakan dalam merancang strategi
pengelolaan pengungsi yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi

pada integrasi sosial.



. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada bagian penelitian terdahulu akan membahas berbagai kajian dan literatur
mengenai kebijakan pengungsi yang diterapkan oleh Pemerintah Jerman pada masa
Olaf Scholz (2021—2025). Fokus utama dari studi ini adalah terkait kebijakan
progresif dan respons pemerintah Jerman terhadap arus pengungsi serta dinamika
kebijakan yang masih mempertahankan keterbukaan terhadap pengungsi, meskipun
menghadapi protes dan kritik dari publik. Literatur yang dikaji mencakup berbagai
aspek, termasuk perubahan regulasi keimigrasian, kebijakan perlindungan
sementara, dan langkah-langkah yang diambil untuk mempermudah proses
kewarganegaraan pengungsi di Jerman. Penelitian-penelitian sebelumnya
menunjukkan bahwa kebijakan tersebut didasarkan pada pendekatan yang lebih
terbuka, walaupun mendapatkan banyak protes dan perlawanan dari masyarakat.
Melalui kajian ini, diharapkan dapat memperoleh gambaran yang komprehensif
mengenai bagaimana pemerintah Jerman dapat menyeimbangkan antara komitmen
kemanusiaan dan tuntutan keamanan dalam kebijakan pengungsi pada masa Olaf
Scholz.

Untuk menunjukkan kebaruan dari penelitian ini, penulis melakukan pemetaan
pada penelitian, yakni proses sistematis yang bertujuan untuk menggambarkan
secara rinci tahapan penelitian, hubungan antar konsep, serta evaluasi
perkembangan pengetahuan dalam suatu bidang kajian tertentu. Melalui pemetaan
ini, peneliti dapat memperoleh gambaran komprehensif mengenai penelitian-
penelitian terdahulu, mengidentifikasi tren yang sedang berkembang, sekaligus
menemukan celah penelitian yang dapat dikembangkan di masa mendatang. Dalam
penelitian ini, penulis menggunakan enam kata kunci utama, yaitu refugees, foreign

policy, open door, Olaf Scholz, Angela Merkel, dan AfD. Tiga kata kunci pertama
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berfokus pada fenomena dan kebijakan yang berkaitan langsung dengan isu
pengungsi, sedangkan tiga kata kunci terakhir merepresentasikan aktor-aktor yang
berperan penting dalam dinamika kebijakan tersebut. Berdasarkan kata kunci
tersebut, penulis berhasil mengidentifikasi lebih dari seratus karya ilmiah yang
relevan dengan topik penelitian. Untuk menunjang proses pemetaan, perangkat
lunak Publish or Perish digunakan guna menelusuri literatur akademik yang
relevan, sedangkan VOSviewer dimanfaatkan untuk memvisualisasikan hasil
pemetaan dalam bentuk jaringan keterkaitan antar konsep dan peneliti. Hasil dari

proses ini dapat dilihat pada Gambar 2.1, Gambar 2.2, dan Gambar 2.3.
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Gambar 2.1 Hasil Pemetaan VOSViewer Overlay

Sumber: Diolah oleh peneliti untuk keperluan penelitian

Hasil pemetaan Overlay Visualization memberikan dimensi temporal yang
memperlihatkan perkembangan penelitian dari waktu ke waktu. Warna-warna pada
visualisasi menggambarkan kronologi kemunculan tema penelitian, yakni warna
biru merepresentasikan periode awal (sekitar tahun 2000—2010), sementara warna
kuning menunjukkan topik yang lebih baru (sekitar 2015—2020). Berdasarkan peta
tersebut, istilah “federal republic” dan “decision” muncul lebih awal, menandakan

fokus awal penelitian pada aspek struktural dan politik institusional Jerman.
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Sebaliknya, istilah “open door policy” dan “decision letter” muncul dalam periode
yang lebih baru, khususnya setelah meningkatnya arus pengungsi pada tahun 2015
dan puncaknya pasca invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Interpretasi ini
mengindikasikan adanya pergeseran fokus penelitian dari kajian teoretis tentang
struktur negara menuju kajian praktis mengenai kebijakan dan respons politik
terhadap krisis kemanusiaan. Dengan demikian, Overlay Visualization
memperlihatkan bahwa perhatian akademik global terhadap kebijakan pengungsi
Jerman meningkat secara signifikan seiring perubahan kondisi geopolitik dan

kemunculan krisis migrasi di Eropa.

decisionjletter e open" poh&y decision federaljgdpublic

S, VOSviewer

Gambar 2. 2 Hasil Pemetaan VOSViewer Network

Sumber: Diolah oleh peneliti untuk keperluan penelitian

Hasil pemetaan Network Visualization menunjukkan bahwa istilah “open door
policy” menjadi simpul utama (central node) dengan koneksi yang kuat terhadap
kata kunci “decision” dan “federal republic”. Hal ini mengindikasikan bahwa
mayoritas penelitian terdahulu menempatkan open-door policy sebagai pusat
analisis dalam memahami kebijakan migrasi dan pengungsi di Jerman. Sementara
itu, istilah “decision letter” muncul sebagai simpul pendukung yang
merepresentasikan aspek administratif dan hukum dari proses pengambilan
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keputusan pemerintah. Keterkaitan antar node memperlihatkan hubungan tematik
yang kuat antara struktur politik federal Jerman dan kebijakan pintu terbuka yang
diterapkan, terutama setelah krisis pengungsi tahun 2015. Dalam konteks ini,
jaringan konseptual tersebut mencerminkan bahwa kebijakan pengungsi Jerman
dipahami bukan hanya sebagai kebijakan humaniter, melainkan sebagai hasil
interaksi kompleks antara keputusan politik, kerangka hukum, dan struktur
pemerintahan federal. Dengan demikian, visualisasi ini menegaskan posisi open-
door policy sebagai kebijakan strategis yang menjadi landasan dalam pendekatan

Jerman terhadap isu migrasi global.

open door [

&% VOSviewer

Gambar 2. 3 Hasil Pemetaan VOSViewer Density

Sumber: Diolah oleh peneliti untuk keperluan penelitian

Sementara itu, hasil Density Visualization memperkuat interpretasi sebelumnya
dengan menunjukkan intensitas penelitian berdasarkan frekuensi kemunculan
istilah kunci. Warna paling terang (kuning cerah) tampak pada istilah “open door
policy”, yang menandakan bahwa topik ini merupakan pusat konsentrasi tertinggi
dalam literatur terkait. Istilah “decision” dan “decision letter” muncul dalam warna

hijau, menunjukkan tingkat pembahasan yang cukup signifikan namun tidak
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sepadat kajian utama tentang open-door policy. Adapun “federal republic”
memiliki intensitas yang lebih rendah, menandakan bahwa pembahasan mengenai
konteks kelembagaan Jerman berperan sebagai kerangka pendukung dalam analisis
kebijakan pengungsi. Density Visualization ini menunjukkan bahwa penelitian-
penelitian tentang kebijakan migrasi Jerman secara dominan berfokus pada
kebijakan keterbukaan pintu (open-door policy) dan dinamika pengambilan
keputusan politik yang mendasarinya. Oleh karena itu, density map menjadi bukti
empiris bahwa tema utama penelitian terkait kebijakan pengungsi Jerman terpusat

pada aspek kebijakan publik yang terbuka, progresif, dan humaniter.

Ketiga hasil pemetaan tersebut secara menyeluruh menggambarkan bahwa
kajian akademik mengenai kebijakan pengungsi di Jerman telah mengalami
perkembangan tematik yang cukup signifikan. Jika pada awalnya penelitian
berfokus pada struktur federal dan aspek administratif dalam pengambilan
keputusan, kini perhatian ilmiah lebih banyak diarahkan pada analisis empiris
terkait kebijakan pintu terbuka (open-door policy) serta dinamika respon politik
terhadap krisis migrasi. Hubungan antarkonsep dalam hasil pemetaan juga
menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara decision-making process dan
open-door policy sebagai representasi nyata dari kebijakan pemerintah Jerman di
bawah kepemimpinan Olaf Scholz. Dalam konteks penelitian ini, hasil pemetaan
bibliometrik berfungsi untuk memperkuat landasan teoritis sekaligus menegaskan
adanya research gap antara studi-studi sebelumnya yang berfokus pada era
kepemimpinan Angela Merkel dan kajian kontemporer yang menelaah kebijakan
pengungsi di masa Olaf Scholz. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi
kekosongan tersebut dengan menganalisis secara lebih mendalam bagaimana
proses pengambilan keputusan pemerintah Jerman saat ini membentuk arah
kebijakan migrasi serta memengaruhi pola penerimaan pengungsi internasional.
Agar mampu mendalami penelitian ini, peneliti mengkaji berbagai literatur yang
relevan dan sesuai dengan fokus penelitian ini. Sumber-sumber tersebut digunakan
sebagai upaya untuk memperdalam pemahaman serta menyediakan landasan

teoritis yang menjadi pendukung dalam penelitian ini.

Penelitian pertama, yaitu ditulis oleh Mehmet Ozyurek (2025) yang berjudul

"Biopolitics, Legal Reforms, and Migration Governance: The Case of Scholz'z
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Germany" mengkaji terkait bagaimana pemerintahan di masa Olaf Scholz dalam
mengelola migrasi melalui kombinasi dari reformasi hukum, pendekatan biopolitik,
dan penguatan sistem tata kelola negara. Penelitian ini menggunakan analisis
kebijakan dan pendekatan governance yang membahas terkait perubahan regulasi
seperti memperketat kontrol administratif, mempercepat proses deportasi, serta
penataan ulang sistem migrasi untuk merespons banyaknya dari tekanan publik dan
politik (Ozyurek, 2025). Adapun temuan utama dari penelitian ini yaitu
menunjukkan jika meskipun terdapat sentimen publik yang semakin Kritis terhadap
pengungsi, namun pemerintah Jerman tetap mempertahankan komitmen normatif
dan hukum terhadap perlindungan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan
struktur tata kelola Uni Eropa. Kontribusi penelitian ini pada skripsi yaitu dapat
menyediakan kerangka kebijakan kontemporer pada masa kepemimpinan Olaf
Scholz yang akan menjelaskan keberlanjutan kebijakan pengungsi walaupun
menghadapi protes dari publik.

Penelitian kedua yang berjudul "How regional attitudes towards immigration
shape the chance to obtain asylum: Evidence from Germany" yang diteliti oleh
Lidwina Gundacker, Yuliya Kosyakove, dan Gerald Schneider (2025) membahas
mengenai bagaimana preferensi politik dan respons publik pada tingkat regional
yang memengaruhi peluang pencari suaka untuk dapat memperoleh status
perlindungan. Penelitian ini berfokus pada variasi keputusan suaka antar daerah di
Jerman tahun 2015 sampai 2017 (Gundacker et al., 2024). Adapun relevansi
penelitian ini dengan skripsi yang ditulis yaitu dapat memberikan bukti jika
resistensi publik memang kuat dan mempunyai dampak nyata terhadap
implementasi, namun kebijakan nasional tetap dipertahankan karena terdapat
sistem administrasi negara yang berada dalam kerangka hukum federal yang
mengutamakan pentingnya perlindungan. Penelitian ini akan membantu untuk
menjelaskan mengapa ada protes publik, mengapa keputusan kebijakan nasional
tidak dapat berubah dalam waktu yang cepat, sehingga bisa memperkuat argumen
terkait stabilitas komitmen Jerman terhadap pengungsi (Gundacker et al., 2024).

Penelitian ketiga, yaitu penelitian yang berjudul "Societalized Politics in the
German Civil Sphere: The 2015 "Refugee Crisis™ and Post-Potsdam Civil
Backlash™ yang ditulis oleh Jason L. Mast dan Daniel Suber (2024) membahas
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mengenai bagaimana Krisis pengungsi serta dinamika politik setelahnya yang
kemudian membentuk perdebatan identitas serta demokrasi di negara Jerman. Pada
penelitian ini menggunakan pendekatan Civil Sphere Theory dan Societalization
Theory, peneliti menjelaskan jika isu pengungsi bukan hanya dipahami sebagai
persoalan administratif, namun juga dipandang sebagai persoalan krisis simbolik
yang kemudian menjadi penentang nilai-nilai dasar masyarakat domestic (Mast &
Suber, 2025). Dengan menggunakan analisis kualitatif terhadap media, reaksi
publik, pidato politik, dan perdebatan parlemen, tulisan ini menunjukkan jika
masyarakat Jerman terbelah menjadi dua kelompok yakni kelompok yang
menekankan pentingnya nilai kemanusiaan, universialistik, serta demokrasi, dan
kelompok yang menilai terkait identitas, etnis, serta budaya sebagai dasar
kelayakan untuk dapat diterima pada masyarakat. Temuan penting dalam penelitian
ini yaitu dalam hal ini partai sayap kanan Jerman AfD memperoleh kesempatan
untuk dapat bangkit karena dapat membentuk agenda anti-imigran, sedangkan
kelompok pro demokrasi memperkuat nilai kemanusiaan untuk melawan narasi dari
sayap kanan (Mast & Suber, 2025). Penelitian ini relevan digunakan oleh penulis
skripsi untuk menjelaskan mengapa pemerintah Jerman pada masa Olaf Scholz
tetap memberlakukan dan mempertahankan kebijakan pengungsi meskipun
menghadapi protes publik. Maka dari itu, penelitian ini digunakan untuk

memberikan fondasi teoritis dan konteks historis bagi skripsi penulis.

Penelitian keempat, yaitu penelitian yang berjudul “Political Consequences of
The Refugee Crisis-The Case Of Germany” yang ditulis oleh Marianna Dudasova
(2016) membahas mengenai dinamika politik serta opini publik negara Jerman
selama krisis pengungsi Eropa pada tahun 2014-2016. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kuantitatif deskriptif karna dilihat dari berbagai grafik elektoral, serta
data dukungan dari partai seperti CDU, SPD, dan yang terutama kenaikan tajam
AfD sebagai reaksi terhadap kebijakan Open Door oleh Angela Merkel (Dudasova,
2016). Adapun fokus utama dari tulisan ini yaitu terkait perubahan preferensi
politik dan persepsi publik terhadap kebijakan pengungsi di Jerman, terkhusus
ketika jumlah pencari suaka meningkat serta terdapat tekanan sosial-politik yang
semakin besar. Pada penelitian ini juga menyoroti adanya perbedaan sikap publik
antar negara bagian, terutama antara wilayah Barat dan wilayah Timur, yang dapat
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dilihat dari tingkat dukungan yang berbeda terhadap partai sayap kanan yakni AfD
yang merupakan partai anti-imigrasi (Dudasova, 2016). Temuan utama dari
penelitian ini menunjukkan jika meskipun ada resistensi dari publik, protes sosial,
serta peningkatan dukungan terhadap partai populis, namun pemerintah Jerman di
masa Angela Merkel tetap mempertahankan kebijakan pengungsi karena beberapa
faktor yakni: komitmen moral, tekanan dari Uni Eropa, serta struktur kebijakan
migrasi yang tidak dapat mudah diubah dalam jangka waktu yang singkat.
Penelitian ini memiliki relevansi terhadap penulisan skripsi ini karena penelitian ini
menyediakan landasan historis mengenai bagaimana protes dari publik dan
dinamika opini dari masyarakat tidak dapat langsung mengubah arah kebijakan
pengungsi ole pemerintah. Walapun tulisan ini mengkaji mengenai kebijakan
pengungsi di era Angela Merkel, namun tetap relevan digunakan untuk memahami
bagaimana posisi pemerintahan di era Olaf Scholz karna dapat memberikan
kerangka empiris dan teoritis mengenai relasi antara kebijakan pemerintah dan
fluktuasi opini publik, dan menjelaskan mengapa pemerintah Jerman tetap
mempertahankan komitmen terhadap pengungsi walaupun mendapatkan protes dari
publik.

Penelitian kelima, yaitu ditulis oleh Huiyi Tian (2023) yang berjudul “The
Foreign Policy Transition of the German Scholz Government in the Context of the
Russian-Ukrainian Conflict and Its Causes” membahas mengenai transformasi
kebijakan luar negeri Jerman pada masa Kanselir Olaf Scholz setelah terjadinya
perang Rusia-Ukraina. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan analitis dalam
kerangka Foreign Policy Analysis (FPA) dengan model analitis perubahan
kebijakan luar negeri Jakob Gustavsson yang mementingkan empat faktor utama
yakni faktor internasional, faktor domestik, faktor pembuat kebijakan, serta faktor
stimulasi krisis (Tian, 2023). Pendekatan ini bersifat kualitatif deskriptif dengan
melakukan analisis struktur politik, ekonomi, serta persepsi dalam pengambilan
keputusan yang digunakan untuk penentu perubahan kebijakan. Fokus pada
penelitian ini yaitu identifikasi terkait mengapa serta bagaimana kebijakan luar
negeri mengalami perubahan.Terdapat relevansi penelitian ini dengan skripsi yang
ditulis karena meskipun tulisan ini berfokus terhadap kebijakan luar negeri dan

keamanan, namun secara langsung bisa menjelaskan konteks besar yang kemudian
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membentuk paradigma kebijakan Olaf Scholz, termasuk bagaimana pemerintah
Jerman merespons krisis internasional, dinamika domestik, serta tekanan dari
publik (Tian, 2023). Kebijakan pengungsi adalah bagian penting dari kebijakan luar
negeri dan keamanan Jerman, sehingga pemahaman terkait pola hidup dan
perubahan kebijakan oleh Olaf Scholz dapat membantu menjawab rumusan
masalah skripsi ini. Tulisan pada penelitian ini berkontribusi pada penulisan skripsi
ini karena penelitian ini memberikan kerangka analitis yang dapat digunakan untuk
menganalisis bagaimana kebijakan pengungsi pada masa Olaf Scholz, dan
penelitian ini menegaskan bahwa pemerintahan pada masa Olaf Scholz beroperasi
dalam konteks tekanan internasional, kebutuhan untuk menjaga stabilitas Eropa,
dan tuntutan moral, yang nantinya akan membantu penulis skripsi dalam
menjelaskan sikap Jerman yang tetap memberlakukan kebijakan pengungsi

meskipun mendapatkan banyak protes dari publik (Tian, 2023).

Penelitian keenam, yaitu berjudul “Understanding Germany’s Response to the
2015 Refugee Crisis” ditulis oleh Maysa Abbas Ayoub (2023) yang mengkaji
mengenai perbedaan antara respons awal negara Jerman yang sangat terbuka
terhadap pengungsi di tahun 2015 dengan kebijakan suaka berikutnya yang justru
semakin dibatasi (Ayoub, 2023). Pada tulisan ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan analisis isi terhadap artikel surat kabar untuk dapat memahami
terkait bagaimana media sebagai aktor kebijakan mampu membentuk konstruksi
sosial terhadap pengungsi dan menggunakan teori Social Construction of Target
Populations dan Adbvocacy Coalition Framework yang digunakan untuk
menganalisis relasi antara persepsi publik, framing oleh media, serta perubahan
kebijakan. Penelitian ini berfokus terhadap bagaimana kebijakan pemerintah
Jerman bergeser dari Open Door Policy menjadi regulasi kebijakan yang lebih ketat
(Ayoub, 2023). Penelitian ini relevan digunakan dalam penulisan skripsi ini karena
mampu memberikan dasar teoritis mengenai bagaimana media membentuk persepsi
terhadap pengungsi dan bagaimana kemudian persepsi itu dapatt memengaruhi arah
kebijakan negara. Penelitian ini juga membantu dalam memperkuat argumentasi
bahwa respons kebijakan pemerintah Jerman bukanlah hanya ditentukan oleh
dinamika politik domestik, namun juga konstruksi sosial terhadap pengungsi yang
pada masa pemerintahan Olaf Scholz tetap relevan digunakan ketika Jerman
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menghadapi arus pengungsi dari Ukraina, konflik baru, serta meningkatnya

pendapat terkait anti imigran (Ayoub, 2023).

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

untuk

Temuan
Utama dan
. . Fokus Relevansi Kontribusi
No | Penulis/Tahun Judul Metodologi Penelitian | dengan judul | untuk skripsi
penelitian
penulis
Mehmet BiopolitcLeg [Kualitatif dengan [Menganlisis  |Menujukan Menyediakan
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Temuan
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2.2 Landasan Teoretis
2.2.1 Decision Making Process Theory

Teori Decision Making Process merupakan salah satu pendekatan studi
Hubungan Internasional, khususnya dalam ranah Foreign Policy Analysis (FPA).
Pendekatan ini berfokus pada bagaimana kebijakan luar negeri terbentuk melalui
proses yang kompleks, melibatkan individu, kelompok, dan institusi dalam suatu
negara. Berbeda dengan paradigma realisme klasik yang memandang negara
sebagai aktor tunggal dan sepenuhnya rasional, teori ini menekankan bahwa
pengambilan keputusan dipengaruhi oleh berbagai dinamika psikologis dan politik.
Valerie Hudson (2005) menegaskan bahwa kebijakan luar negeri tidak dapat
dijelaskan hanya dari kepentingan nasional, melainkan juga dari proses internal
para pembuat kebijakan yang membentuk keputusan tersebut (Hudson, 2005).
Dengan demikian, teori ini mengalihkan fokus analisis dari “apa keputusan yang

diambil” menjadi “bagaimana keputusan itu dihasilkan.”

Akar teori Decision-Making Process dapat ditelusuri pada pemikiran Herbert
Simon (1947) melalui konsep bounded rationality. Simon berargumen bahwa
individu tidak pernah sepenuhnya rasional dalam mengambil keputusan karena
keterbatasan informasi, waktu, serta kapasitas kognitif manusia. Oleh karena itu,
keputusan yang diambil biasanya bersifat “memadai” (satisficing) daripada
“optimal” (Simon, 1997). Pemikiran ini menjadi landasan penting bagi kajian
kebijakan luar negeri modern dalam memahami mengapa keputusan politik sering
kali menyimpang dari asumsi rasionalitas klasik. Perkembangan teori ini semakin
matang dengan karya Graham Allison (1971) dalam bukunya Essence of Decision:
Explaining the Cuban Missile Crisis, yang memperkenalkan tiga model utama
pengambilan keputusan, yaitu Rational Actor Model, Organizational Process
Model, dan Bureaucratic Politics Model (Allison, 1971).

Ketiga model yang dikembangkan oleh Allison memberikan landasan
konseptual yang komprehensif untuk memahami proses pembuatan kebijakan luar
negeri. Model pertama, Rational Actor Model (RAM), memandang negara sebagai

satu entitas rasional yang membuat keputusan dengan tujuan memaksimalkan
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keuntungan dan meminimalkan biaya. Keputusan luar negeri diasumsikan diambil
melalui proses perhitungan yang rasional dengan mempertimbangkan berbagai
alternatif kebijakan serta memilih opsi yang paling menguntungkan bagi
kepentingan nasional. Dalam konteks ini, kebijakan luar negeri dipahami sebagai
usaha suatu negara agar dapat memaksimalkan national interest serta
meminimalkan risiko yang mungkin akan terjadi (Allison & Halperin, 1972).
Namun, menurut Allison, pendekatan ini belum mampu menggambarkan
kompleksitas pengambilan keputusan di dunia nyata. Karena itu, Allison
memperkenalkan Organizational Process Model menekankan jika perilaku suatu
negara dipengaruhi oleh struktur organisasi serta prosedur operasional standar atau
Standard Operating Procedures (SOP) yang ada pada tata kelola pemerintahan.
Dalam model ini negara dilihat bukan sebagai aktor tunggal yang rasional, namun
sebagai kumpulan organisasi yang bekerja berdasarkan aturan dan pembagian tugas
yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, adapun keputusan yang
dihasilkan biasanya akan bertahap, terbatas, dan selalu mengikuti pola kebijakan
yang telah ada. Adanya keterbatasan kapasitas organisasi serta ketergantungan pada
SOP menjadikan respons negara terhadap dinamika global kurang fleksibel dan
lebih administratif. Model ini menegaskan jika kebijakan luar negeri tidak selalu
berdasarkan perhitungan hasil rasional optimal, namun juga merupakan refleksi
dari bagaimana organisasi pemerintah melaksanakan aturan yang telah
tersistematisasi (Allison, 1971; Allison & Zelikow, 1999).

Selanjutnya, Bureaucratic Politics Model menyoroti bahwa kebijakan luar
negeri adalah hasil dari interaksi politik yang kompleks antaraktor pada
pemerintahan, yang masing-masing aktornya mempunyai kepentingan serta sumber
kekuasaan yang berbeda. Pada model ini, keputusan bukan hanya diperoleh semata-
mata berdasarkan SOP atau struktur organisasi, namun melalui proses tawar-
menawar, negosiasi, dan kompromi antar elit birokrasi dan politik. Graham T.
Allison menjelaskan bahwa posisi kebijakan seorang aktor sangat dipengaruhi oleh
jabatan dan kepentingan institusionalnya dan karena itu, kebijakan luar negeri
bukanlah gambaran kepentingan nasional yang tunggal dan objektif, namun adalah
hasil dari kontestasi kepentingan antar lembaga seperti kementerian luar negeri,
militer, maupun aktor politik lainnya. Model ini juga menekankan pentingnya
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dinamika politik domestik, distribusi kekuasaan, serta hubungan antar individu
pada proses pengambilan keputusan. Maka dari itu, sikap suatu negara di tingkat
global sangat dipengaruhi oleh hasil kompromi internal yang mencerminkan

keseimbangan kekuatan pada sistem pemerintahan (Allison & Halperin, 1972).

Dalam penelitian ini, teori Decision-Making Process digunakan untuk
menganalisis kebijakan pengungsi Jerman di bawah kepemimpinan Olaf Scholz.
Kebijakan tersebut tidak muncul dari satu keputusan rasional semata, melainkan
merupakan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai aktor politik, struktur
birokrasi, dan dinamika opini publik. Tekanan yang muncul dari partai-partai
koalisi seperti SPD (Sozialdemokratische Partei Deutchlands), FDP (Freie
Demokratische Partei), dan Partai Hijau, serta oposisi yang kuat dari AfD,
membentuk arena negosiasi yang mencerminkan model bureaucratic politics
sebagaimana dijelaskan oleh Allison. Melalui kerangka teori ini, penelitian dapat
menelusuri pengaruh faktor politik domestik, tekanan eksternal dari Uni Eropa,
serta persepsi kepemimpinan dalam membentuk arah kebijakan pengungsi Jerman
pada masa Olaf Scholz (Altay et al., 2025; Helms, 2025).

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian ini dibentuk untuk dapat menghubungkan
teori Decision Making Process dengan fenomena perubahan kebijakan pengungsi
oleh pemerintah Jerman dari masa Angela Merkel (2015—2021) yakni dengan
kebijakan Open Door menuju kebijakan yang lebih diperketat dan terkendali pada
masa Olaf Scholz (2021—2025). Teori Decision Making Process menekankan
terkait proses pengambilan keputusan yang melibatkan Rational Actor Model,
Organizational Process Model, dan Bureaucratic Politics Model. Pada konteks
kebijakan pengungsi, fenomena perubahan kebijakan tersebut bisa didefinisikan
sebagai suatu proses pengambilan keputusan oleh pemerintah Jerman yang
mempertimbangkan  dinamika  politik, ekonomi, dan sosial, serta

mempertimbangkan terkait respon publik yang muncul.
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Dengan menggunakan teori Decicion Making Process, pada penelitian ini akan
menjelaskan bagaimana pemerintah Jerman pada masa Olaf Scholz menghadapi
tantangan kebijakan pengungsi di tengah respons protes dari publik dan bagaimana
keputusan terkait kebijakan pengungsi tersebut tetap bisa diterapkan dengan
mempertimbangkan kompleksitas situasi. Arah analisis dari penelitian ini akan
berfokus terhadap proses pengambilan keputusan rasional pemerintah, termasuk
identifikasi masalah migrasi, evaluasi alternatif kebijakan, dan keputusan untuk
dapat mempertahankan kebijakan pengungsi dengan perubahan yang lebih
diperketat dan terkendali, serta tetap memberlakukan kebijakan tersebut terhadap
dinamika sosial-politik di Jerman. Pada pendekatan ini memungkinkan pemahaman
yang komprehensif terhadap apa saja yang menjadi faktor-faktor di balik kebijakan
pengungsi yang terus berlanjut dan diberlakukan meskipun terdapat banyak protes
dari publik, dengan menggunakan proses pengambilan keputusan sebagai pusat

analisis utama pada penelitian ini.
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I11. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang disusun
berdasarkan alur logika yang sistematis. Menurut Bryman dan Burgess (2012),
metode kualitatif dipilih dalam penelitian sosial ketika data kuantitatif tidak mampu
menggambarkan realitas secara mendalam. Pendekatan ini memandang bahwa
fenomena sosial muncul dari hasil interaksi antara individu dan kelompok dalam
konteks tertentu. Oleh karena itu, penelitian kualitatif lebih menekankan pada
pemahaman makna melalui kata-kata, bukan melalui angka, baik dalam proses
pengumpulan maupun analisis data (Bryman, 2012). Selain itu, penelitian ini
bersifat eksplanatori, yakni bertujuan menjelaskan suatu kasus dengan
mengaitkannya pada teori dan konsep, sehingga dapat menghasilkan penjelasan

atau prediksi yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang dikaji.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif karena berfokus pada
pemahaman mendalam terhadap proses, makna, serta dinamika politik di balik
pengambilan keputusan kebijakan pengungsi, bukan pada pengukuran hubungan
kuantitatif antarvariabel. Pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk
menelusuri bagaimana dan mengapa kebijakan pengungsi tersebut dirumuskan,
faktor apa saja yang mengakibatkan kebijakan pengungsi masih tetap diberlakukan,
serta menelaah peran aktor politik dan birokrasi dalam membentuk arah kebijakan
selama masa pemerintahan Olaf Scholz. Sebagaimana dikemukakan oleh Creswell
(2014), penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial yang
kompleks dari sudut pandang para pelaku dan dalam konteks lingkungan sosialnya
(Creswell, 2014).
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3.2 Fokus Penelitian

Penelitian yang berjudul "Kebijakan Pengungsi Oleh Pemerintah Jerman
Pada Masa Olaf Scholz Di Tengah Protes Terhadap Kebijakan Open Door, 2021—
2025" ini berfokus terhadap pemahaman dan analisis terkait alasan di balik
keputusan Pemerintah Jerman pada masa kepemimpinan Olaf Scholz yang tetap
mempertahankan kebijakan pengungsi meskipun menghadapi banyak protes dan
penolakan dari sebagian masyarakat Jerman. Pada penelitian ini akan
menitikberatkan terhadap dinamika proses politik, komitmen hukum internasional,
pertimbangan keamanan, serta faktor nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang
mendasari keberlanjutan kebijakan pengungsi tersebut. Penelitian ini juga berfokus
terhadap tiga bagian analitis, yakni:

1. Faktor internal negara, yang terdiri dari proses pengambilan keputusan
pemerintah federal, tekanan dari parlemen, peran partai politik pada koalisi
pemerintahan, serta dinamika federalisme antara pemerintah pusat dan 16 negara
bagian federal Jerman (Triandafyllidou, 2025).

2. Faktor eksternal, yang merupakan komitmen pemerintah Jerman terhadap rezim
hukum internasional yaitu Konvensi Jenewa 1951, peraturan Uni Eropa, dan
kebijakan migrasi kolektif yang menghalangi ruang gerak negara pada menarik
kembali kebijakan suaka (Triandafyllidou, 2025).

3. Opini publik, yang menjadi faktor pengaruh stabilitas kebijakan melalui tekanan
media, demonstrasi publik, serta narasi aktor politik populis terutama AfD
(Triandafyllidou, 2025).

Melalui ketiga ranah analitis diatas, fokus penelitian ini tidak hanya
mengkaji terkait isi kebijakan namun juga konteks politik, sosial, dan institusional
yang kemudian membentuk alasan mengapa pemerintah Jerman tetap
memberlakukan dan mempertahankan kebijakan pengungsi tersebut meskipun
resistensi publik terus berkembang. Fokus pada penelitian ini didasarkan terhadap
pandangan jika kebijakan publik bukan hanya sebagai keputusan administratif,
namun sebagai proses kompleks yang dipengaruhi oleh norma internasional,
kepentingan politik, serta legitimasi demokratis suatu Negara (Dunn, 2017).

Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk mampu menjelaskan faktor-faktor
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yang saling berkaitan serta menghasilkan keputusan kebijakan yang tampak tidak

sesuai secara publik namun tampak rasional secara normatif politik, dan hukum.

3.3 Jenis Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode
kualitatif. Sumber data penelitian kualitatif dibedakan menjadi dua, yaitu data
primer dan data sekunder (Creswell, 2014). Penelitian ini menggunakan data
sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai sumber tertulis, seperti
buku, jurnal ilmiah, skripsi, media daring, serta dokumen relevan lainnya. Dalam
penelitian ini, penulis memperoleh data melalui beragam sumber tertulis, termasuk
buku, artikel ilmiah, laporan berita, serta dokumen resmi yang relevan. Sumber-
sumber tersebut mencakup catatan, laporan daring, publikasi media massa, hingga
data dari lembaga pemerintah dan organisasi internasional seperti Bundesamt fur
Migration und Flichtlinge (BAMF), Eurostat, dan United Nations High
Commissioner for Refugees (UNHCR). Seluruh data tersebut berfokus pada
kebijakan pengungsi yang diterapkan oleh Pemerintah Jerman selama masa
kepemimpinan Olaf Scholz pada periode 2021—2025.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Creswell (2012), penelitian kualitatif dapat memanfaatkan
berbagai bentuk data yang diperoleh melalui pengumpulan dokumen, seperti hasil
observasi, wawancara, buku, karya ilmiah, serta materi audio-visual (Creswell,
2012). Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua teknik pengumpulan
data sekunder yaitu, studi pustaka dan analisis dokumentasi. Untuk studi pustaka
penulis akan mencari data berdasarkan penelitian, jurnal, buku, atau artikel yang
sudah dibuat terkait dengan kebijakan pengungsi yang diterapkan oleh Pemerintah
Jerman selama masa kepemimpinan Olaf Scholz pada periode 2021—2025. Selain
itu penulis akan mencari terkait dengan buku, jurnal, dan artikel yang membahas
teori Descision Making Process yang menghubungkan pengaruh faktor politik
domestik, tekanan eksternal dalam membentuk arah kebijakan pengungsi Jerman

pada masa Olaf Scholz. Sedangkan analisis dokumentasi akan penulis lakukan
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dengan mengumpulkan data dari dokumen dan report yang berasal dari Bundesamt
fur Migration und Flichtlinge (BAMF), EUROSTAT (European Statistical
Office), dan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui
kajian terhadap berbagai sumber literatur, seperti buku, artikel ilmiah, dan
publikasi akademik yang kredibel serta berkaitan dengan fokus penelitian. Pada
penelitian ini, studi pustaka mencakup penelusuran dan kajian terhadap literatur
yang membahas kebijakan pengungsi Jerman di bawah kepemimpinan Olaf
Scholz pada periode 2021—2025, atau yang sejenis dan relevan.

2. Analisis dokumentasi, merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang
berfokus pada analisis berbagai dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun
audio-visual, yang mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai objek
atau subjek penelitian. Dalam penelitian ini, analisis dokumentasi dilakukan
dengan menelaah arsip-arsip resmi dari lembaga pemerintahan seperti
Bundesamt fir Migration und Flichtlinge (BAMF), serta organisasi
internasional seperti United Nations High Commissioner for Refugees
(UNHCR), dan Eurostat (European Statistical Office) yang memiliki relevansi
dengan topik penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian yang berfungsi
untuk memilah, mengelompokkan, dan menafsirkan data agar peneliti dapat
memahami makna yang terkandung di dalamnya. Dalam penelitian kualitatif,
proses analisis biasanya dilakukan sejak sebelum pengumpulan data dimulai,
dengan tujuan agar penelitian tetap terarah pada fokus masalah yang ditetapkan.
Pendekatan ini juga membantu peneliti dalam merumuskan masalah, membangun
konsep yang relevan, serta menarik kesimpulan yang valid berdasarkan temuan
penelitian. Dalam penelitian ini, seluruh data yang telah diperoleh akan dianalisis

menggunakan model analisis data yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan
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Saldana (2014), pada model ini membagi proses analisis ke dalam tiga tahapan

utama, yaitu (Miles et al., 2014):

1. Kondensasi Data
Kondensasi data merupakan proses penyederhanaan dan pemusatan informasi
dari data mentah yang diperoleh di lapangan. Proses ini dilakukan secara
berkelanjutan selama tahap pengumpulan data, dengan cara memilih,
memfokuskan, menyaring, serta menyusun kembali data agar lebih terstruktur.
Tahapan ini membantu peneliti untuk menajamkan fokus penelitian dan
memastikan hanya data yang relevan yang dipertahankan untuk analisis lebih

lanjut.

2. Penyajian Data
Penyajian data adalah tahap pengorganisasian informasi secara sistematis agar
lebih mudah untuk dipahami dan dianalisis. Melalui proses ini, data yang telah
dikondensasi akan disusun dalam bentuk visual seperti tabel, matriks, grafik,
atau bagan untuk mempermudah interpretasi. Penyajian data tidak hanya
membantu peneliti melihat pola dan hubungan antarvariabel, tetapi juga
memfasilitasi penarikan kesimpulan yang logis dan valid berdasarkan temuan

lapangan.

3. Proses Penarikan Kesimpulan
Tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data yang
telah disusun secara deskriptif dan naratif. Proses ini bertujuan untuk
mengidentifikasi makna dari hasil penelitian serta menjawab pertanyaan
penelitian secara sistematis. Dalam konteks penelitian ini, kesimpulan akan
disajikan dalam bagian hasil dan pembahasan untuk memberikan gambaran

menyeluruh mengenai temuan penelitian.



V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan analisis yang menggunakan tiga model dalam
kerangka Decision-Making Process Graham Allison, yaitu Rational Actor Model,
Organizational Process Model, dan Bureaucratic Politics Model, bisa diperoleh
kesimpulan bahwa keberlanjutan terkait kebijakan pengungsi Jerman pada masa
kepemimpinan Olaf Scholz (2021—2025) di tengah protes publik merupakan hasil
dari interaksi kompleks yang dilakukan dengan mempertimbangkan keterikatan
institusional serta dinamika politik domestik dan internasional. Pada Rational Actor
Model dapat dilihat jika pemerintah Jerman diposisikan sebagai aktor rasional yang
mempertimbangkan tujuan nasional serta melakukan pertimbangan biaya dan
manfaat sebelum mengambil keputusan kebijakan. Pada analisis menggunakan
model ini menunjukkan jika pemerintah menilai kebijakan pengungsi tetap
memberikan keuntungan strategis jangka panjang, seperti pemenuhan kewajiban
hukum internasional, menjaga reputasi sebagai negara yang menjunjung tinggi hak
asasi manusia, dan mampu mempertahankan peran kepemimpinan Jerman dalam
tata kelola migrasi di tingkat Uni Eropa. Selain itu, dari aspek ekonomi dan
demografis, kebijakan pengungsi juga dilihat sebagai bagian dari strategi jangka
panjang untuk mengatasi penuaan populasi pekerja Jerman dan kekurangan tenaga
kerja, yang dinilai hal ini bisa memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan
ekonomi apabila didukung oleh kebijakan integrasi yang efektif (OECD, 2024)
(Milhaupt, 2020b). Maka demikian, walaupun terdapat biaya fiskal dan tekanan
politik domestik, namun pemerintah Jerman secara rasional menilai jika terdapat
manfaat jangka panjang kebijakan tersebut lebih besar jika dibandingkan biaya
yang ditimbulkan.

Kemudian dalam Organizational Process Model, dapat dilihat jika
keberlanjutan kebijakan pengungsi oleh pemerintah Jerman tidak dapat dilepaskan
dari faktor struktural dan prosedural yang melekat dalam sistem birokrasi Jerman.

Kebijakan pengungsi telah terstruktur dalam berbagai lembaga dan mekanisme
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administratif, seperti prosedur penerimaan, registrasi, serta integrasi pengungsi
yang dilakukan oleh lembaga negara dan pemerintah daerah (Lander). Adanya
penggunaan Standard Operating Procedures (SOP) ini menghasilkan
kecenderungan untuk tetap mempertahankan kebijakan pengungsi yang telah
berjalan, karena perubahan kebijakan secara drastis akan menimbulkan biaya
administratif ~ yang tinggi serta risiko ketidakefisienan pada
pengimplementasiannya. Keterlibatan Jerman dalam kerangka kebijakan migrasi
Uni Eropa juga memperkuat keterikatan institusional yang kemudian membatasi
fleksibilitas pemerintah dalam mengubah kebijakan secara sepihak. Kebijakan
migrasi di negara-negara Eropa sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusional dan
rutinitas birokrasi yang telah terbentuk, sehingga perubahan kebijakan cenderung
bersifat inkremental daripada radikal (Ryan et al., 2008) Buhr, 2015). Maka
disimpulkan jika dilihat dari sudut pandang organisasi, kebijakan pengungsi tetap
dipertahankan oleh pemerintah Jerman karena adanya inersia birokrasi
(kecenderungan mempertahankan prosedur lama) serta kebutuhan untuk tetap

menjaga keutuhan stabilitas dan konsistensi dalam implementasi kebijakan.

Selanjutnya, Bureaucratic Politics Model melihat jika kebijakan pengungsi
merupakan hasil dari proses negosiasi dan kompromi antar aktor politik dan
birokrasi yang mempunyai tujuan dan kepentingan yang berbeda. Dinamika
internal koalisi pemerintahan yang terdiri dari berbagai partai dengan preferensi
kebijakan yang tidak selalu sejalan dapat membentuk konflik kepentingan dalam
proses pengambilan keputusan. Di satu sisi, terdapat aktor yang lebih
mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan komitmen internasional, sementara
di sisi yang lain terdapat aktor yang lebih fokus dan responsif terhadap tekanan
domestik dan kepentingan politik elektoral. Adanya tekanan dari aktor eksternal
seperti partai oposisi dan meningkatnya dukungan terhadap kelompok populis yang
menolak kebijakan pengungsi juga memperkuat kompleksitas dinamika politik
domestik. Peningkatan arus pengungsi di Eropa kerap berhubungan dengan adanya
peningkatan tekanan politik domestik dan dukungan terhadap partai anti-imigrasi,
yang kemudian memengaruhi proses kebijakan (Milhaupt, 2020). Meskipun begitu,
dalam kerangka Bureaucratic Politics Model, tekanan yang ada tersebut tidak dapat
secara langsung menjadi penentu dari hasil kebijakan, namun sekedar menjadi
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bagian dari proses bargaining yang menghasilkan kompromi politik. Dalam hal ini,
kebijakan yang diperoleh menggambarkan bahwa terdapat keseimbangan kekuatan
antaraktor, di mana aktor yang mendukung keberlanjutan kebijakan pengungsi
mempunyai posisi tawar yang cukup kuat untuk tetap mempertahankan kebijakan
pengungsi tersebut, walaupun menghadapi penyesuaian dalam bentuk pengetatan
regulasi dan peningkatan kontrol migrasi.

Dengan menggunakan analisis ketiga model tersebut, dapat disimpulkan jika
alasan utama pemerintah Jerman tetap mempertahankan kebijakan pengungsi
meskipun menghadapi banyak protes publik adalah karena adanya kombinasi antara
perhitungan rasional terhadap kepentingan nasional, keterikatan struktural dalam
sistem birokrasi, serta hasil kompromi politik antaraktor yang mempunyai tujuan
dan kepentingan yang berbeda. Ketiga faktor ini sejatinya tidak dapat berdiri
sendiri, melainkan harus saling berinteraksi dalam membentuk keputusan
kebijakan. Pada situasi ini, tekanan yang diperoleh dari publik tidak diabaikan,
namun juga tidak cukup kuat untuk dapat mengubah kebijakan secara fundamental
karena harus bersaing dengan kepentingan strategis negara dan keterbatasan
institusional yang ada. Oleh karena itu, kebijakan pengungsi yang dipertahankan
oleh pemerintah Jerman pada masa kepemimpinan Olaf Scholz menjelaskan jika
keputusan yang bersifat multidimensional, yang tidak hanya didasarkan pada
rasionalitas ekonomi atau politik semata, namun juga tentunya dipengaruhi oleh
struktur organisasi dan dinamika kekuasaan dalam sistem politik.

5.2 Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian terkait kebijakan pengungsi oleh pemerintah
Jerman pada masa pemerintahan Olaf Scholz periode 2021—2025 di tengah protes
terhadap kebijakan open door, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan baik

pada konteks akademis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini menunjukkan jika penggunaan kerangka
decision-making process dengan tiga model Graham Allison dapat memberikan
pemahaman yang komprehensif terkait kompleksitas kebijakan publik, terkhusus
pada isu migrasi dan pengungsi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan

agar lebih fokus terhadap mengembangkan analisis dengan mengombinasikan
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pendekatan ini dengan teori lain, seperti penggunaan teori public opinion,
securitization, atau multi-level governance, agar dapat memperkaya perspektif
dalam memahami hubungan antara tekanan publik, dinamika politik, dan kebijakan
negara. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas cakupan kajian dengan
melakukan studi komparatif antar negara di Uni Eropa, sehingga dapat
mengidentifikasi bagaimana perbedaan respon kebijakan terhadap krisis pengungsi

serta faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhinya.

2. Pada konteks praktis, Jerman disarankan agar terus mengembangkan dan
meningkatkan efektivitas kebijakan integrasi pengungsi, terkhusus dalam bidang
pendidikan, pelatihan kerja, dan akses terhadap pasar tenaga kerja, sehingga
manfaat jangka panjang dari kebijakan pengungsi tersebut dapat lebih optimal dan
dirasakan secara luas oleh masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah juga perlu
memperkuat strategi komunikasi publik yang transparan dan berbasis data, agar
dapat mengurangi kesenjangan persepsi antara kebijakan pemerintah dan
pandangan masyarakat, serta meminimalisir akan terjadinya disinformasi yang
dapat memperkuat resistensi sosial terhadap kebijakan pengungsi. Peningkatan
komunikasi ini juga sangat penting agar meningkatkan legitimasi kebijakan di mata
publik.

Pemerintah juga disarankan untuk dapat meningkatkan koordinasi antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah (L&nder) dalam penanganan pengungsi,
khususnya dalam hal distribusi beban, pendanaan, serta penyediaan infrastruktur
dan layanan sosial, karena hal ini sangat penting agar dapat memastikan jika
implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif dan tidak menimbulkan
ketimpangan antar wilayah. Adapun pada konteks regional, negara Jerman harus
meningkatkan kerja sama yang lebih kuat di tingkat Uni Eropa terkhusus mengenai
penanganan pengungsi, sehingga tanggung jawab bukan hanya menjadi tanggungan
beberapa negara saja, namun didistribusikan secara lebih adil. Sehingga hal ini
diharapkan bukan hanya mampu memenuhi kewajiban kemanusiaan dan
kepentingan strategis suatu negara, tetapi juga dapat dikelola secara lebih efektif
dan inklusif, sehingga bisa memperoleh keseimbangan antara stabilitas domestik
dan komitmen global, serta mampu meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap

kebijakan tersebut dalam jangka waktu yang panjang.
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